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RABUPATIEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk memcenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan
Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 8  Tahun 2014 wentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pcndapatan
dan clanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2013, perlu ditctapkan Peraturan Bupatl Dairi tentang
Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2013 scbagai  rincian  lebih lanjut  dari
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2013.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 1entang
Pcenclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Dairi dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 1entang
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatcra Ulara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomer 9 menjadi - Undang-Undang
(lLembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 1961
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara  Republik
indoncsia Nomor 2689);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 wentang
Keuangan  Negara  (Lembaran Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 entang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Normor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 355);
®



-2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tntang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
. Keuangan Megara  (Lembaran Negara  Republik
- [donesin Tahen 2004 Nomor © 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4400);

-

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
- Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
i.embaran Negara Nomor 4437), scbagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pmubdhdn Kedua Atlas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 310 Tahun 2004 tcentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor $4 Tahun 2005 tentang

Pinjaman  Daerah  (Lembaran  Necgara  Republik

. Indoncsia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
) Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4574);

8. Peraturan Pemcerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
s ‘ Indoncsia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
‘ l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. ‘ 9. Pcraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah schagaimana clah
diubah dengan Peraturan Pecmerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubaharn atas Peraturan Pemecerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi
Keuangan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
indoncsia  Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Pceraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 lentang
Hibah (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia I‘dhun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 4577);

I'l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Teadhiun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan  Dacrah  (Lembaran Negara
Rcepublik  Indonesia  Tahun 2005  Nomor 140,
Tambahan Lembaran Necgara Republik  Indoncesia
Nomor 4578);

12. Pcraturan Pemecerintah Nomor 65 I‘ahun 2005 tentang
- Pcdoman  Penyusunan  dan Pencrapan Standar
o Pclayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor * 150, Tambahan

; Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4585);

l
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. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan  Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indoncsia

Nomor 4593);

. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4614);

Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 t(entang
Pcubahan Kedua atas Peraturan Mcenteri Dalam Negeri
Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan
Kcuangarn Dacrah;

3

. Pcraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keuangan
Dacrah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2008 Ncmor 08, Tambahan Lcembaran
Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 130);

*

. Peraturan Daerah Kabupaten Dairj Nomor 09 Tahun

2008 tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Dacrah
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Nomor .()9, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Dairi Nomor 131); -

Pcraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penambahan Penvertaan Modal Dacrah
pada Pcrusahaan Dacrah Air Minum (PDAM) Tirta
Ncitho Kabupaten Daerah Tingkat 1 Dairi (Lembaran
Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Dairi Nomor
132);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Penambahan Penvertaan Modal Dacrah
pada PT. Bank Sumut (Lembaran Dacrah Kabupatcen
Dairi Taehun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 133);

. Pcraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun

2009 tentang Perusahaan Dacrah Pasar Kabupaten
Dairi (Lembaran Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2009
Nomor 03, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Dairi Nomor 148);

-
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22. Peraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun

: 2009 tentang Perusahaan Dacrah Pasar Kabupaten
Dairi (Lembaran Dacrah Kabupaten Dairt Tahun 2009
Nomor 03, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten
Dairi Nomor 148);

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Dairt Tahun 2013 Nomor 1};

24. Peraturan Dacrah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun
2013 icntang Perubahan Anggaran Pendapalan dan
Belanja Kabupaten Dairi Tahun  Anggaran 2013
(Lembaran  Dacrah  Kabupaten Dairi Tahun 2012
Nomor 3);

25, Pcraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan d2n Belanja Dacrah
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 (Berita Dacrah

. Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 4},
26. Peraturgn Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2013 tentang
| Penjabaran  Perubahan Anggaran - Pendapatan  dan
Belanja Dacrah Kabupaten Dairt Tahun Anggaran
2013 (Berita Dacrah Kabupaten Dairi Tahun 2013
Normor 14).

MEMUTUSKAN: |

Menctapkan - . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ngau ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupatcn Dairl.

2. Bupati adalah Bupati Dairt. .

3 Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Pcrangkat Dacrah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintah Dacrah.

4. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya discbut APBD
‘ adalah rencana kcuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama olech pemerintah dacrah dan DPRD serta ditctapkan
dengan Pcraturan Dacrah.

N



5. Penjabaran Perlanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Beianja Dacrah (APBD) adalah Penjabaran Laporan Kcuangan tahunan
Pemerintah Dacrah atas pclaksanaan APBD yang dibahas bersama olch
Pemerintah Dacrali dan DPRD scrta ditetapkan dengan Pératuran Bupadi;

|

6. Penerimaan Dacrah adalah vang yang masuk ke kas dacrah.
L}

7. Pengeluaran Dacrah adalah uang vang keluar ke kas dacrah.

8.

.. L) . . . -
Pendapatan Dacrah adalah hak Pemerintah Dacrah vang diakui scbagai
pcnambah nilat kckavaan bersih.

9. Bcelanja Dacrah adalah kcwajiban Pemcerintah Daerah vang diakui scbagai
pengurang nilai kckayaan bersth.

10. Surplus Anggaran adalah sclistih lebih antara pcendapatan dacrah dan
belanja dacrah.

. . . . ]
11. Defisit Anggaran adalah sclistih kurang antara pcndapatan dacrah dan
belanja dacrah.

12, Pcmbiayaan Dacrah adalah scmua penerimaan yang perlu dibavar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnve.

13. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang sclanjutnya discbut SiLPA adalah
sclisin lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama satu
periode anggaran.

14, Pinjaman [Dacrah adalah scmua transaksi vang mengakibatkan dacrah
menerima scjumlah uang atau menerima manfaat vang bernilai uang dari
pthak lain schingga dacrah dibecbani kewajiban untuk membavar kembali.

15. Piutang Dacrah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemcrintah
Daerah dan/atau hak Pcmerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat
dinilai dengan uang scbagai akibat perjanjian atau akibat lainnva
berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnva vang sah.

16. Utang Dacrah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pcmcerintah dacrah

dan/atau kewajiban Pemcerintah Daerah Kabupaten Dairi vang dapat dinilai

dengan uang scbagai akibat pcrjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnva yvang sah.

17. Penjabaran Laporan Rcalisasi Anggaran adalah pcnjabaran penyajian

- informasi rcalisast pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan
pcmbiayaan _y’dﬂg masing-masing diperbandingkan dcngan anggarannya
dalam salu pcriode.

BAB II

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2
‘Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asii Dacrah Rp. 29.933.428.377,08
b. Pendapatan Transfer Rp. 678.334.557.335,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 10.944.844.000,00 +
Jumlah Pendapatan Rp.719.212829.712,08
|
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2. Bcelanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Bclanja Pegawai Rp. 391.156.771.192,00
2) Belanja Bunga Rp. 647.848.915,91
3} Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 17.205.680.436,00
%) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.628.839.000,00
f) Belanja Bagl Hasil Rp. 0,00
71 Belarja Bantuan hcuangan Rp. 20.604.769.000,00
8) Bcelanja Tidak Terduga Rp. 4.803.156.125,00 +

Rp.436.047.064.668,91
b. Belanie Langsung

1) Belanja Pegawal Rp. 17.824.252.400,00
2) Bclanja Barang dan Jasa Rp. 101.515.659.402,13
3) Belanja Modal Rp. 138.859.862.065,00 +

Rp. 258.199.773.867,13

Jumlah Bclanja Rp. 694.246.838.536,04

Surplus/(dcefisit) Rp. 24.965.991.176,04
3. Pembiayaan

a. Pcncrimaan Rp. 41.604.627.786,94

b. Pengcluaran Rp. 8.268.724 888,22 -
Jumlah Pcmbiayaan Rp. 33.335.902.898,72

Sisa L.ebih Pembiayaan Anggéran

tahun berkenaan Rp. 58.301.894.074,76

Pasal 3

Ringkasan Laporan Recalisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam lLampiran | Peraturan Bupati.

Pasal 4

S
Ringkasan lLaporan Rcalisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisast Anggaran,

'y

Pasal 5

Penjabaran laporan rcalisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam lampiran Il Pceraturan Bupat ini.

Pasal 6

|

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal § merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.
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BAB III
KETERTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 22 Septepaber 2014

BUPATI | DAIRI,

NY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 September 2014
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SEKRETARIS /A)

RAH KABUPATEN DAIRI,

-

JULIUS GURNING '

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 1@



